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PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME
PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak

Catatan T

bahwa untuk dalam kelancaran tertib administrasi rangka pengelolaan dan
pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan
Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang oleh Bendahara Pengeluaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong. bahwa untuk
melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang, perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme
pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU
No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU
No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun
2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun
2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2019;
PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB
Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERDAKAB
Tabalong No. 7 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 44 Tahun 2025; PERBUP
Tabalong No. 47 Tahun 2025.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pengelolaan pengeluaran keuangan secara
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh Bendahara Pengeluaran
SKPD yang meliputi SPPUP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah
dan mekanismenya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025
dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1
Tahun 2025 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran
Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan



Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
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